BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai
strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD).

2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi
Satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar
pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah
mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD).

4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat
pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta
indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi
pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis
(Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung
pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis
OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten
Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan

serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2016 - 2021 Page 1



Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam

gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-

dokumen perencanaan dan penganggaran.

1.
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Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun
oleh stiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok.
Visi,misi, tujuan,strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD
dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program
yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan
Wakil Bupati dalam RPJMD

Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk
bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada

Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang
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bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan
kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota
Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga
harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga
dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai

dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai
berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur,Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.3.

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun
2005 Nomor 28);

Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2016 tentang Fungsi dan

Uraian Tugas Dinas Perikanan dan Pangan

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi

dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan
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acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan

pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana

Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya tahun 2016-2021.

2. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-2021.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, terdiri
dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

BAB 1

BAB II

PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang,
pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD,
keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L dan Propinsi,
landasan hokum, serta maksud dan tujuan.

GAMBARAN PELAYAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan
struktur OPD, sumberdaya  yang dimiliki dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia
dan asset), capaian-capaian program prioritas yang telah
dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian
program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
priode sebelumnya, serta mengulas Kekuatan, peluang,
hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi

kedepan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
pokok dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan
program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan
telaah Renstra OPD dalam RPJMD Telaah Kebijakan
K/L/Propinsi dan telahaan RTRW dan penentuan isu-isu

strategis.
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BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah,
strategi dan kebijakan OPD

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Memuat rencana program dan Kkegiatan, indikator Kkinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP
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